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DIREKTUR Utama PT Asuransi 
Jiwasraya (persero), Hexana 
Tri Sasongko, mengakui 
tata kelola administrasi 

perusahaan pelat merah itu tidak 
 terdokumentasi dengan baik. Ber-
bagai daftar transaksi investasi sulit 
ditemukan.

“Saya tidak tahu, dan tidak ada 
dokumen yang saya temukan,” ung-
kapnya saat bersaksi dalam perkara 
korupsi terkait pengelolaan investa-
si saham dan reksa dana Jiwas-
raya di  Pengadil an Tipikor, Jakarta, 
 kemarin.

Hexana menyatakan ketika ditun-
juk menjadi dirut pada November 
2018, ia sulit menemukan doku-
mentasi transaksi yang dilakukan 

 Jiwasraya. Namun, kebobrokan tata 
kelola  administrasi tersebut perla-
han ia benahi. “Setelah saya menjadi 
direktur utama baru ada daftar tran-
saksi,” paparnya.

Dia menyatakan kerugian yang 
dialami Jiwasraya karena minimnya 
analisis investasi. Sesuai standar ope-
rasional prosedur (SOP) mestinya ada 
kajian sebelum investasi. Pengkajian 
itu meliputi analisis risiko kredit, 
risiko pasar serta likuiditas, dan 
manajemen risiko. Analisis tersebut 
dilakukan divisi investasi.

“(Dari) divisi investasi diusulkan ke 
direksi. Apabila direksi menyetujui, 
baru dilakukan investasi,” ujarnya.

Ia mengaku tidak ada dokumen 
analisis fundamental terhadap pe-
rusahaan emiten pada pembelian 
saham. Analisis kredit dan besaran 
saham juga tidak tercatat. 

“Jadi yang dilakukan analis itu 
langsung menukik pada technical 
analysis charts. Berdasarkan chart, 
harga saham punya potensi naik 
atau turun, lalu diusulkan beli. Saya 
tidak menemukan fakta ada analisis 
fundemental terhadap emiten dan 
tidak ada  fasilitas kredit lain yang 
 ditetapkan direksi perusahaan itu 
boleh  berinvestasi berapa,” ucap 
Hexana.

Perkara korupsi dengan enam ter-
dakwa itu diduga telah merugikan 

negara Rp16,8 triliun terkait penge-
lolaan investasi saham dan reksa 
dana Jiwasraya. Mereka didakwa 
 melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 
jo Pasal 18  Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) se-
bagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 20  Tahun jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP.

 
Modus operandi

Jaksa penuntut umum menegaskan 
perkara Jiwasraya merupakan tin-
dak pidana korupsi. Pasar modal dan 
perasuransian sebagai titik awal dari 
rasuah tersebut.

Hal itu disampaikan jaksa saat 
membacakan surat tanggapan atau 
replik atas eksepsi para terdakwa. 
Pembacaan surat tanggapan itu di-
lakukan secara bergantian terhadap 
enam terdakwa.

“Terdapat berbagai putusan tin-
dak pidana korupsi yang telah 
 berkekuatan hukum tetap dengan 
menggunakan pasar modal dan per-
asuransian sebagai instrumen modus 
operandi. Dalam pertimbangannya 
dinyatakan  perbuatan melawan hu-
kum dalam  bidang pasar modal dan 
 perasuransian menjadi titik awal, 
bahkan  meluas serta masuk ke wi-
layah perbuatan korupsi,” ujar jaksa 
Yadyn. (P-3)
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MAHKAMAH Konstitusi (MK) me-
nyebut relasinya dengan pembentuk 
undang-undang, yakni presiden dan 
DPR, cenderung fl uktuatif. Hal itu 
sebagai jalan tengah atas hubung-
an yang bersifat konfrontatif dan 
kooperatif.

“Relasi Mahkamah Konstitusi de-
ngan pembentuk undang-undang itu 
sebetulnya apakah konfrontatif atau 
kooperatif, di kita cenderung fl uk-
tuatif. Jadi tidak ditemukan betul 
polanya,” ungkap Kepala Bagian 
Hubungan Masyarakat dan Kerja 
Sama Dalam Negeri MK Fajar Lak-
sono dalam seminar daring bertajuk 
Dua Dekade Perkembangan dan 
Dinamika Kekuasaan Kehakiman, 
di Jakarta, kemarin.

Tidak seperti di Ukraina dan Ruma-
nia, MK RI dan pembentuk undang-
undang tidak sampai saling melemah-
kan kewenangan masing-masing. 
Meskipun pernah terjadi relasi kon-
frontatif, misalnya pada 2014, saat 
terdapat kasus suap penanganan 
sengketa pilkada yang membelit 
Ketua MK saat itu, Akil Mochtar, pre-
siden segera mengeluarkan  perppu 

penyelamatan MK yang kemudian 
dijadikan undang-undang.

Kemudian, saat terdapat pihak 
yang mengajukan pengujian terha-
dap undang-undang itu, MK mem-
batalkan seluruh undang-undang 
tersebut.

Sementara itu, imbuhnya, relasi 
kooperatif tampak dalam putusan 
MK terkait dengan politik. Misal-
nya, soal partai politik, MD3, serta 
pelaksanaan pemilu. Relasi MK 
dengan pembuat undang-undang, 
menurut dia, sangat kasuistik ter-
gantung undang-undang yang diuji. 
Padahal,  putusan MK bersifat fi nal 
dan mengikat.

Ia menegaskan dalam ketatane-
garaan Indonesia, terutama terkait 
bagaimana kekuasaan kehakiman, 
khususnya MK dalam hubungannya 
dengan DPR dan presiden, berakar 
pada penegakan konstitusi.

Dalam hubungan itu terdapat 
enam varian mandat konstitusional 
dalam putusan MK. Antara lain, 
memberikan alternatif untuk dipilih 
dalam membentuk undang-undang. 
(Ind/Ant/P-3)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menilai mantan Menteri Pemuda dan 
Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi 
tak kooperatif. Ia kerap tak jujur ter-
kait uang haram yang diterimanya. 
“Tidak kooperatif soal penerimaan 
uang dan pengetahuan mengenai 
dugaan pihak-pihak lain yang mene-
rima sejumlah uang,” kata Pelaksana 
Tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri 
di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 
kemarin.

Ia menyebut selama persidangan 
terdakwa tidak kooperatif mengakui 
fakta adanya penerimaan uang suap 
yang berasal dari dana hibah Komite 
Olahraga Nasional Indonesia (KONI). 
“Berdasarkan info dari tim jaksa pe-
nuntut umum yang menyidangkan 

perkaranya, terdakwa Imam Nahrawi 
tidak kooperatif,” ucapnya.

Uraian Ali tersebut merespons 
pernyataan penasihat hukum Imam 
yang menyebut jaksa KPK tidak 
mendalami lebih lanjut soal sadapan 
pembicaraan aliran uang kepada 
anggota Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Achsanul Qosasi dan mantan 
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus 
(JAM-Pidsus) Adi Toegarisman.

Lebih lanjut, Ali mengatakan perka-
ra tersebut sudah diputus majelis 
hakim dan terdakwa Imam sudah 
dinyatakan bersalah karena sejak 
awal penyidikan KPK juga mempu-
nyai bukti yang cukup soal keterli-
batannya.

“Di antaranya soal sadapan, justru 

merupakan petunjuk benar adanya 
penerimaan uang oleh terdakwa se-
laku Menpora saat itu,” cetus Ali.

Menurut dia, apabila tim penasihat 
hukum Imam tidak menerima putus-
an, masih ada langkah hukum lain 
yang dapat ditempuh. Jika saat ini tim 
penasihat hukum maupun terdakwa 
mempunyai bukti-bukti, silakan lapor 
ke KPK,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam persidangan 
Miftahul Ulum selaku asisten pribadi 
Imam mengaku pernah menerima 
sejumlah uang dari Dwi Satya untuk 
diberikan kepada pihak Kejaksaan 
Agung dan BPK.

Dwi Satya ialah teman kuliah Ulum 
dan merupakan pengusaha alat 
 perang.

Ulum sempat menyatakan Achsanul 
menerima Rp3 miliar dan Adi Toe-
garisman menerima Rp7 miliar terkait 
dengan penyaluran dana hibah dari 
Kemenpora ke KONI.

Dwi Satya, menurut Ulum, me-
ngumpulkan uang sekitar Rp3 miliar 
sampai Rp5 miliar karena kebutuhan 
ke Kejagung waktu itu sebesar Rp7 
miliar.

Imah Nahrawi telah divonis maje-
lis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, 
 Senin (29/6), dengan hukuman 7 tahun 
penjara, denda Rp400 juta subsider 3 
bulan kurungan. Ia terbukti mene-
rima suap Rp11,5 miliar dan gratifi -
kasi Rp18,348 miliar dari sejumlah 
pejabat Kemenpora dan KONI.

Setelah vonis tersebut, Wakil Ketua 
KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan 
pimpinan KPK berencana menggelar 
rapat guna membahas pengembangan 
kasus tersebut. (Dhk/Ant/P-3)

WEBINAR ABN PARTAI 
NASDEM: Majelis Tinggi 
Partai NasDem Lestari 
Moerdijat menyampaikan 
keynote speech pada 
kegiatan webinar Akademi 
Bela Negara (ABN) Partai 
NasDem  bekerja sama 
dengan DPP Partai NasDem 
dan Forum Diskusi Denpasar 
12 dengan tema Kaderisasi 
dan pendidikan politik new 
normal, di Jakarta, kemarin. 
Webinar juga menghadirkan 
narasumber Direktur 
Eksekutif LSI Djayadi Hanan, 
Direktur Eksekutif Indikator 
Politik Burhanudin Muhtadi, 
Australian Labor Party 
Aemon Bourke, dan Ketua 
Mahkamah Partai NasDem 
Saur Hutabarat. 

MI/SUMARYANTO BRONTO

KPK Sebut Imam Nahrawi tidak Jujur

Parpol Didorong 
Lakukan 
Kaderisasi Digital

Hubungan MK dan 
Pembuat UU Fluktuatif

PEMANFAATAN teknologi 
 informasi untuk kegiatan 
digital campaign merupakan 
sebuah solusi yang dapat di-
manfaatkan partai politik un-
tuk tetap melakukan kaderisasi 
di tengah pandemi covid-19. 
Proses kaderisasi ideologi par-
pol tidak bisa terhenti hanya 
karena pandemi.

Tingkat elektabilitas parpol 
untuk pemilu mendatang sa-
ngat dipengaruhi efektivitas 
program kaderisasi. Pernyataan 
tersebut diungkapkan Direktur 
Eksekutif Indikator Politik 
Burhanudin Muhtadi saat men-
jadi narasumber dalam Forum 
Webinar Diskusi Denpasar 12 
yang diinisiasi Partai NasDem, 
di Jakarta, kemarin.

“Partai harus mampu me-
manfaatkan teknologi digital 
sebagai solusi proses sosialisasi 
dan kaderisasi politik di tengah 
pandemi. Penetrasi masyara-
kat ke dunia digital semakin 
tinggi,” tutur Burhanudin.

Menurutnya, saat ini televisi 
sudah tidak lagi menjadi pili-
han utama masyarakat dalam 
mencari informasi. Hal terse-
but tentu akan berpengaruh 
terhadap langkah dan strategi 
parpol dalam memilih media 
yang paling tepat untuk me-
lakukan sosialisasi tentang 
ideologi partai.

“Saat ini semua stasiun tele-
visi terancam memiliki kehi-
langan pengaruh. Masyarkat su-

dah mulai berpindah ke  gadget 
dan internet,” tuturnya.

Burhanudin juga mema-
parkan data pengguna media 
sosial di Indonesia. Facebook 
(FB) masih menjadi media 
sosial dengan pengguna ter-
banyak mencapai 57,6 juta. 
Diikuti Youtube dengan 43,2 
juta pengguna, Instagram 29,8 
juta pengguna, serta Twitter 1,4 
juta pengguna.

“Oleh karena itu, kader partai 
harus didorong untuk kreatif 
memaksimalkan teknologi in-
ternet. Dari sisi usia, pengguna 
internet terbanyak berada di 
usia 40 ke bawah. Tentu parpol 
bisa menjadikan ini sebagai 
target pemilih,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang 
sama, Majelis Tinggi Partai 
NasDem yang juga Pengawas 
Akademi Bela Negara (ABN) 
NasDem, Lestari Moerdijat,  
menjelaskan konsep ideologi 
dan garis besar pikiran Partai 
NasDem kepada peserta yang 
mengikuti jalannya Forum 
Diskusi Denpasar 12 secara da-
ring. Rerie menyebut NasDem 
membawa konsep restorasi 
yang bertujuan untuk memu-
lihkan, mengembalikan, serta 
memajukan fungsi pemerin-
tahan Indonesia kepada cita-
cita Proklamasi 1945.

“Cita-cita tersebut ialah me-
lindungi segenap bangsa Indo-
nesia, memajukan kesejahtera-
an umum, mencerdaskan ke-
hidupan bangsa, dan ikut me-
laksanakan ketertiban dunia,” 
paparnya.

Politikus NasDem yang akrab 
disapa Rerie itu juga menjelas-
kan NasDem akan terus konsis-
ten mengusung tema restorasi 
dalam perjalanan politik ke 
depan. Syarat utama restorasi 
adalah perubahan mendasar, 
menyeluruh, dan terpadu, me-
libatkan populasi besar dengan 
pengerahan energi berpikir 
yang kuat dan terarah serta 
berjangka panjang.

“Restorasi bukan jalan pintas, 
melainkan sebuah gagasan ide, 
sikap, dan perilaku,” tuturnya. 
(Uta/P-3)

KETERANGAN SAKSI: Dirut PT Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko 
menjadi saksi dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi 
PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Tri Sasongko 
membeberkan carut-marut pembukuan dan investasi di perusahaan yang 
dipimpinnya. Menurutnya, Jiwasraya tak memiliki prosedur standar dalam 
keputusan investasi. Bahkan, ia tidak menemukan dokumen analisis fundamental 
pembelian saham perusahaan. 

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Tidak ada dokumen analisis fundamental 
terhadap perusahaan emiten pada pembelian 
saham. Analisis kredit dan besaran saham pun 
tidak tercatat. 

Saat ini televisi 
sudah tidak 
lagi menjadi 
pilihan utama 
masyarakat 
dalam mencari 
informasi. Hal 
ini berpengaruh 
terhadap strategi 
parpol.
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